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PENDAPAT MODlFlKASlAN KELANGSUNGAN HIDUP: 
SlNYAL PERINGATAN AWAL TENTANG KEGAGALAN ENTITAS 

Sany Dwita* 

Kita menyaksikan tuntutan publik agar auditor lebih berperan sebagai pemberi 

sinyal kebankrutan usaha. Tuntutan ini semakin meningkat setelah terjadinya 

beberapa kebankrutan perusahaan terkemuka di AS tidak lama setelah menerima 

pendapat audit wajar tanpa pengecualian beberapa tahun terakhir ini. Kasus yang 

paling menggemparkan adalah jatuhnya perusahaan raksasa Enron pada tahun 

200 1. 

Tuntutan pengguna laporan keuangan agar pendapat audit dapat berperan 

sebagai pemberi peringatan awal akan kegagalan entitas ternyata sudah muncul 

jauh sebelum terjadinya peristiwa Enron. Sebagaimana Carcello et a1 [1?95] 

menyatakan bahwa selarna 20 tahun terakhir, pengguna laporan keuangan, 

pembuat kebijakan, dan pengadilan terfokus pada pendapat audit terkait dengan 

kebankrutan. Ketika perusahaan jatuh tak lama setelah penerbitan pendapat 

standar (~rmnodfled opinion), seringkali publik mempersepsikan bahwa pengguna 

laporan keuangan seharusnya menerima sinyal peringatan awal dari auditor 

(Berton [1?82]; Berton dan Ingersoll [1?85]; Campbell dan Mutchler [1988]; 

Charmichael dan Pany [I9931 dalam Carcello et al. [1995]). Salah seseorang 

penulis bertanya, "Mengapa begitu banyak akuntan gaga1 memperingatkan publik 

bahwa perusahaan yang mereka audit berada di ambang kebankrutan?" (Berton 



[I9921 dalam Carcello et al. [1995]). Pendapat audit terkait kebangkrutan juga 

berperan penting dalam tututan hukum terhadap auditor (St. Pierre dan Anderson 

[1984]; Palmrose [I9871 dalam Carcello et al. [1995]). 

Tulisan ini membahas tentang keyakinan sebagian besar orang bahwa 

pendapat modifikasian keberlangsungan usaha dapat berperan sebagai sinyal 

peringatan awal tentang kegagalan usaha entitas yang diaudit. Urutan pembahasan 

dalam tulisan ini selanjutnya adalah sebagai berikut: jenis-jenis pendapat dalam 

laporan audit, pendapat rnodifikasian kelangsungan hidup, tuntutan publik 

terhadap auditor, respon dewan pen~buat standar auditing, respon auditor dalam 

praktik, kandungan informasi dari pendapat modifikasian kelangsungan hidup, 

dan simpulan. 

JENIS-J ENIS PENDAPAT DALAM LAPORAN AUDIT 

Menurut Boynton et al. [1996], laporan audit berperan sebagai alat untuk 

men,okomunikasikan simpulan formal tentang laporan keuangan auditan ke pihak- 

pihak yang berkepentingan. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor hams 

memenuhi empat standar pelaporan audit yang berlaku umurn (GAAS). Secara 

umum, dikenal dua jenis laporan audit: 

1. LAPORAN STANDAR 

a. Paragraf lingkup audit (scope pharagraph); menggambarkan sifat dan lingkup 

audit. Pargaraf ini memenuhi standar pelaporan keempat yang mengharuskan 

auditor memberikan petunjuk yang jelas tentang karakter audit juga batasan 

audit. 



Paragraf pendapat (opirzion pharagraph); memenuhi keempat standar pelaporan 

Laporan standar merupakan laporan yang paling umum diterbitkan, dikenal juga 

sebagai laporan audit bentuk baku. Berisi opini wajar tanpa pengecualian 

(~ir~g~ial~fietl' opirrion) yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan dengan 

wajar dalam semua ha1 yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas 

dari entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABUIGAAP). 

Simpulan ini dapat diekspresikan hanya jika auditor menghasilkan opini 

berdasarkan audit yang dilakukan sesuai dengan GAAS (Boynton et al. [1??6]). 

Laporan standar terdiri dari tiga paragraf yaitu: 

b. Paragraf pengantar (iilfrodr~cfory phnr-qraph); tujuan paragraf ini adalah 

untuk memisahkan tanggung jawab manajemen dari auditor. 

c. berisi pernyataan tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

2. PENYIMPANGAN DARl LAPORAN STANDAR 

Ada kemungkinan terjadi situasi yang menyebabkan tidak tepat bagi auditor 

menerbitkan laporan standar. Penyimpangan dari laporan standar dibagi menjadi 

dua kategori: 

a. Laporan bahi yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan 

penambahan bahasa penjelas. 

Ciri yang membedakan jenis laporan ini adalah bahwa paragraf pendapat tetap 

menyatakan opini wajar karena laporan keuangan sesuai dengan PABU. 

Namun, ada beberapa situasi yang mengharuskan auditor menambah paragraf 

penjelasan atau bahasa penjelas lainnya ke laporan audit standar (Boynton et 

al. [1996]). 



AU 508 menyediakan panduan tentang situasi yang mengharuskan jenis 

penyimpangan dari laporan standar. Sementara informasi penjelas biasanya di 

sediakan dalam paragraf penjelas setelah paragraf pendapat, dalam beberapa 

kasus informasi ini hanya berupa tambahan kata-kata penjelas dalam tiga 

paragraf standar, dan di kasus lain paragraf penjelas ditambahkan sebelum 

paragraf pendapat (Boynton et al. [I  9961). 

Menurut Boynton et al. [1996], situasi yang dapat menyebabkan tambahan 

informasi penjelas dalam laporan standar dengan pendapat wajar adalah: 

1) Ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlahu yang perlu untuk 

penyaj ian situasi yang tidak biasa secara wajar. 

2) Ketidakkonsistenan dalam penggnaan prinsip akuntansi yang sesuai 

dengan PABU. 

3) Keraguan substansial (slibsta?~sial doubt) tentang status kelangsungan hidup 

entitas yang dijelaskan dalam PABU. 

4) Penekanan tentang suatau ha! (empl?crsis ofa matter) oleh auditor. 

5) Pendapat berdasarkan laporan auditor lain yang di dalamnya tidak ada 

pembatasan lingkup audit atau penyimpangan terhadap PABU. 

b. Pernyataan pendapat selain wajar tanpa pengecualian 

Menurut Boynton et al. [1996], kategori peyimpangan kedua terjadi jika salah 

satu situasi berikut ini te rjadi: 

Laporan keuangan mengandung penyimpangan material dari PABU. 

Auditor tidak bisa memperolah bukti kompeten yang memadai mengenai satu 

atau lebih asersi manajemen, dan sebagai akibatnya, tidak ada dasar yang 



rasional bagi opini wajar tanpa syarat terhadap laporan keuangan secara 

keseluruhan. Dalam kasus ini, auditor akan menyatakan salah satu opini 

berikut: 

a) Pendapat wajar dengan pengecualian (qlral~jed opinion) yang menyatakan 

bahwa kecuali untuk dampak yang dinyatakan dalam pengecualian, 

laporan keuangan disajikan wajar sesuai PABU. 

b)Pendapat tidak wajar (ndverse oyi~iion) yang menyatakan bahwa laporan 

keuangan tidak disajikan secara w a j x  sesuai P-ABU. 

c) Tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang menyatakan bahwa auditor 

tidak menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan. 

Dalam situasi penyimpangan dari PABU, termasuk penggunaan prinsip 

ah!ntar.si yang tidak berlalcu urnurn, kesalahan penerapar. PABU, dan tidal.: 

melakukan pengungkapan yang diharuskan oleh PABU, audiotor akan 

mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Pendapat 

tidzk wajar digunakan hanya untuk penyimpangan yang merniliki dampak 

material terhadap laporan keuangan. 

Kapanpun salah satu pendapat ini digunakan, alasan pendapat itu hams 

dijelaskan dalam satu atau lebih paragraf penjelas tepat sebelum paragraf 

pendapat. Paragraf pendapat kemudian dimulai dengan sebuah acuan ke paragraf 

penjelas. Diikuti dengan kata-kata yang tepat dengan jenis pendapat yang 

dikeluarkan Boynton [ I  9961. 



Situasi yang dapat menyebabkan penerbitan pendapat wajar dengan 

pengecualian, tidak wajar, atau tidak menyatakan pendapat oleh auditor adalah: 

Pembatasan lingkup audit. 

Ketidaksesuaian dengan PABU (selain penyimpangan yang dibolehkan dalam 

kondisi tidak biasa). 

Ketidakkonsistenan prinsip akuntansi yang tidak ada dalam PABU. 

Pengungkapan yang tidak memadai. 

e Ketidskpastiar, yzng tidak dije!sskar, da!am P m U .  

Keraguan besar tentang status kelangsungan hidup entitas yang tidak 

dijelaskan dalam dalam PABU. 

Kondisl berkaitan dengar. pendapat yang sebagian didasarkan kepada laporan 

auditor lain yang melibatkan pernbatasan lingkup audit atau ketidaksesuaian 

dengan PABU. 

Auditor bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat keraguan besar 

(slrbstat~tial doubt) terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam periode w a h ~  yang pantas, tida!! lebih satu tahun 

sejak tanggal laporan auditan. Penilaian auditor didasarkan atas pengetahuannya 

tentang kondisi dan peristiwa yang telah terjadi atau yang ada pada saat pekerjaan 

laporan audit selesai. Jika auditor ragu atas kelangsungan hidup entitas maka 

auditor hams memperoleh informasi tentang rencana manajemen yang ditujukan 



untuk mengatasi masalah tersebut dan menilai peluang bahwa rencana tersebut 

dapat be rjalan efektif (Halim [2003]). 

Bila auditor r a p  mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan 

kelangsungan usaha setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor 

hams mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap laporan 

keuangan serta memadai tidaknya pengungkapan dalam laporan keuangan entitas 

tersebut. Untuk selanjutnya auditor harus mengungkapkan keraguannya tersebut 

dalarn laporan audit setelah para-graf pendapat. Jika, berdasarkan pertimbangan 

auditor, rencana maajenlen untuk mengatasi masalah tersebut tidak dapat berjalan 

efektif maka auditor dapat memilih tidak memberi pendapat dan di dalam laporan 

audit harus ada paragraf penje!asan (sebelurn paragraf pendapat) yang 

menjelaskan alasan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (Halim 

[2003]). 

AJCPA [I9871 sec. 340 dalam I-lopwood et a!. [I9891 memberikan panduan 

bagi auditor ketika ada keraguan akan kelangsungan hidup entitas. Dinyatakan 

bahwa auditor hams mempertimbangkan untuk menerbitkan pendapat 

kelangsungan usaha (goirrg-concen? opir?ior?!GC.O). Ini rnerupakar! jenis pendapat 

"tergantung kepada" (subject to) khusus yang menunjukkan bahwa auditor yakin 

hasil laporan keuangan disajikan dengan wajar "tergantung kepada" resolusi 

ketidakpastian kelangsungan hidup. 



Ketika auditor menghadapi situasi yang didalamnya hasil dari suatu kejadian tidak 

dapat diestimasi dengan rasional di saat laporan keuangan diterbitkan, dan yakin 

bahwa resolusi dari masalah tersebut akan memiliki efek material terhadap 

laporan keuangan saat itu kalau hasilnya diketahui, auditor hams mengeluarkan 

pendapat "tergantung kepada" (sl~bject to opinion) (AICPA 1987 sec. 509.21 -.26 

dalam Hopwood et al. [1?89]). Yaitu, auditor menyatakan bahwa laporan 

keuangan disajikan secara wajar "tergantung kepada" efek dari ketidakpastian itu. 

Contoh ketidakpastian termasuk pemulihan biaya yang ditunda, litigasi atau 

ketidakpastian PPh, realisasi aset tertentu, dan, tentu saja, ketidakpastian secara 

umum tentang apakah entitas akan terus eksis. 

Ketidakpastian akan dikelompokkan dalam kategori item "informasi 

berlawanan" (cortfrn~y irformnfion) yang dapat menimbulkan keraguan akan 

kemampuan kelangwngan hidup entitas berdaswkan PABU seperti yang 

dijelaskan dalam SAS No. 34 (AICPA [I9871 sec. 340.04 dalam Hopwood et al. 

[1?89]). Sehingga, ketidakpastian material bisa jadi merupakan gejala 

ketidakpastian ke!angsungan hidup secara urnum dan lebih sering terjadi pada 

perusahaan yang mengalami kebankrutan. Hal ini menyiratkan bahwa pengguna 

laporan keuangan bisa jadi menganggap pendapat "tergantung kepada" berguna 

sebagai sinyal peringatan kebankrutan (Hopwood et al. [1?8?]). 



PENDAPAT KELANGSUNGAN HIDUP (GCO) 

Pendapat wajar dengan pengecualian berarti bahwa "kecuali untuk" (except for) 

atau "tergantung kepada" (subject lo) efek dari hal-ha1 tertentu, laporan keuangan 

disajikan secara wajar dalam posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan posisi 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Pendapat "kecuali 

untuk" ini dikeluarkan ketika lingkup pemeriksaan auditor dibatasi, laporan 

keuangan menyimpang dwi P-ABU, atau PARU tidak diterapkan seczlra konsisten. 

Pendapat "tergantung kepada" dikeluarkan ketika ada ketidakpastian tentang hasil 

suatu kejadian; termasuk jika ada keraguan tentang kelangsungan hidup dari 

entitas (AICPA [1987], sec. 509 dan 340 da!am Hopwood et a! [1989]). Pendapat 

wajar dengan pengecualian baik karena pembatasan lingkup audit atau 

penyimpangan dari PABU jarang terjadi. Merupakan ha1 yang wajar untuk 

meyakini bahwa ada hubungan signifikan antara tipe pendapat modifikasi ini 

dengan kebangkrutan; sehingga jenis pendapat ini dapat berperan sebagai 

"bendera merah" bagi pengguna laporan keuangan (Hopwood et al. [1?8?]. 

TUNTUTAN PUBLIK TERHADAP AUDITOR 

Publik tetap konsisten dengan tuntutannya agar pendapat audit wajar dengan 

pengecualian berperan sebagai sinyal peringatan awal akan kegagalan entitas 

(Journal of Accountancy [1982], [I9831 dalarn Hopwood et a!. [1989]). Hal ini 

disebabkan sifat dari pendapat wajar dengan pengecualian auditor menimbulkan 

keyakinan bahwa auditor dapat memberikan sinyal tentang kegagalan entitas 

(Hopwood et al. [1989]). 



Tuntutan publik ini difasilitasi oleh badan legislatif AS dengan 

menjadikannya peraturan hukum. Dua peraturan hukum yang memiliki pengaruh 

besar terhadap profesi akuntan publik dekade terakhir ini adalah PLSRA dan 

SOX. 

PLSRA (1995-2001) 

Pihak legislatif juga terus tertarik pada fenomena perusallaan yang mengajukan 

permohonan bankrut tidak lama setelah menerima laporan audit wajar tanpa 

pengecualian, dan telah menghitisi ha1 tersebut sebagai akibat kegaga!an audit 

atau tidak memadainya pelaporan dari profesi akuntan publik (Euingsen et al. 

[1989]; Carmichael dan Pany [I9931 dalam Geiger et a1 [2001],). Persepsi akan 

kinerja auditor yang tidak rnernadai ini diyakini banyak piha!! rnendorong dengar 

pendapat Kongres AS tentang profesi akuntan publik dan perannya dalam 

memperingatkan publik tentang kegagalan bisnis yang terjadi ( U.S. House of 

Representatives [ 19851, [1990] dalarn Geiger et al. [200 11). Tvixnifestasi perhatian 

legislatif di area ini terbukti dalam persyaratan pelaporan kelangsungan hidup 

suatu entitas di PLSRA (Pri\vtrle Scc~~r i l i cs  Lifigatiort Reforrn Act) [ I  9951 (dalam 

Geiger et al. [2005]) yang secara khusus mengharuskan bahwa "setiap audit ... 

laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntan publik independen hams 

mencakup ... suatu evaluasi apakah ada keraguan besar tentang kemampuan 

penerbit laporan keuangan untuk terus berlangsung hidup selama tahun fiskal 

berikutnya." Ketentuan pelaporan kelangsungan hidup entitas oleh PSLRA secara 

signifikan membentuk standar profesional pada saat itu menjadi sebuah peraturan 



hukum. Namun, fakta bahwa Kongres AS mewajibkan prosedur auditing tertentu 

untuk semua audit terhadap anggota SEC untuk pertama kalinya sejak 1934 

dengan mengangkat pelaporan kelangsungan hidup ke status hukum menunjukkan 

bahwa perhatian besar pihak legislatif mengenai peringatan awal kegagalan klien 

dalam waktu dekat yang berbentuk pendapat audit modifikasian kelangsungan 

hidup (goirlg-concem opinionlGC0). 

Di sisi lain, Geiger et a1 [2001] menyatakan bahwa profesi akuntan publik 

meraih kemenangan, setelah lobi bertahun-tahun, dengan berlakunya PSLRA (The 

Refom7 Act) tahun 1995 me!alui veto Presiden Clinton. Secara umurn Re,forn? Ac? 

ini memberikan pembebasan bagi profesi akuntan publik dengan (1) membuat 

semakin sulit bagi pengacara penuntut mengajukan tuntutan class-acfiorl dengan 

mkses terhadap auditor dan (2) memberlaknkar! pernbagian secara proporsiona! 

terhadap pembebanan kewajiban keuangan yang dituntut terhadap auditor. 

Periode sejak Desember 2001 merupakan periode penuh kekacauan bagi profesi 

akuntan publik di AS. Jatuhnya penlsahaan-perusahaan terkemuka di AS tidak 

lama setelah menerima pendapat audit wajar tanpa pengecualian menyebabkan 

profesi mendapat sorotan tajam oleh pihak legislatif, eksekutif, media dan publik. 

Perhatian pihak legislator ini terus meningkat dan memicu sikap yang 

mempertanyakan peran auditor dalam memperingatkan publik &an kegagalan 

klien dalam waktu dekat (US House of Representatives [1985], [1990], [2001], 

[2002]; U.S.  Senate [2002] dalam Geiger et al. [2005]). 



Setelah sejumlah dengar pendapat Kongres, diawali sejak bulan Desember 

2001, pada bulan Juni 2002 Kongres AS menerbitkan Sarbai~es-Oxley Act (SOX), 

membentuk PCAOB (Pz/blic Co~npaiy Oversight Board) dan menetapkan 

persyaratan dan batasan baru bagi auditor perusahaan publik (Congress of the 

United States of America, [2002] dalarn Tackett at al. [2004]). SOX dima!!wdkan 

agar SEC (melalui PCAOB) untuk mengawasi audit perusahaan publik yang 

dilakukan profesi akuntan, sehingga memulihkan sebagian kepercayaan yang 

hilang terhadap perusahaan-perusahaan AS. 

Menurut Tackett at al. [2001], ketentuan utama SOX yang potensial untuk 

menprangi kemungkinan terjadinya "kegagalan audit" adalah: 

1. -4kivitas PCAOB; wewenang PCAOB bempa mernbuat peramran, mengaudit 

auditor, dan menetapkan sanksi. 

2. Aturan baru tentang komite audit; SOX mewajibkan auditor melapor kepada 

d m  diawasi oleh komite al-ldit pemsahaan. 

3 .  Sanksi kriminal baru dan perlindungan terhadap whistle-blowers; SOX 

mempertinggi hukuman kriminal untuk kecurangan sekuritas, mail dan wire 

dari lima menjadi sepuluh t a b n  penjara. 

4. Batasan terhadap pemberian jasa konsultasi; SOX melarang auditor 

memberikan konsultasi kepada klien berupa pencatatan akuntansi, sistem 

inforrnasi akuntansi, jasa valuasi, jasa a h a r i a ,  audit internal, hngsi 

manajerial, jasa investasi, jasa hukum yang tidak terkait dengan audit, dan 

jasa-jasa lain yang dilarang oleh PCAOB. 



5. Prosedur pelaporan keuangan dan prosedur auditing yang baru; SOX 

mengharuskan review menyeluruh dan persetujuan oieh patner kedua untuk 

setiap laporan audit yang diajukan ke SEC. 

Bahkan, sekarang, ada pembaharuan dalam ketertarikan pihak legislatif, 

media, dan pemerintah mengenai sinyal peringatan awal dari auditor sebelum 

k e b a h t a n  klien terjadi. Selama dengar pendapat di Senate Banking Committee, 

mantan ketua SEC menuntut agar semua audit wajib direview ketika perusahaan 

mengajukan kebankrutan dalam batas periode penerimaan pendapat audit "bersih" 

(Breeden [2002] dalam Geiger [2005]). 

Merespon tuntutan publik, standar profesional berhubungan dengan kelangsungan 

usaha menjadi semakin ketat seiring berjalannya waktu. Panduan selama tahun 

1970-an dikandung dalam S.4P No. 33 (AICPA [I9631 dalarn Carce!!~ et al. 

[1995]) dan S AS No.2 "Reyorls or? Audited firrarzcial Statemerzt" (AICPA [ 19741 

dalam Carcello et al. [1995]). SAP No. 33 meminta auditor mendiskusikan 

ketidakpastian yang tidak wajar dalam laporm audit ketika efek pasti dari 

ketidakpastian tersebut tidak dapat ditentukan pada tanggal laporan keuangan. 

SAS No. 2 meminta auditor memodifikasi laporannya atau menerbitkan laporan 

tidak memherikar! pendapat (disclnimer) ketika ada ketidakpastian material. 

Dalam mengevaluasi status kelangsungan usaha, pemulihan (recoverabilify) dan 

klasifikasi ( c l a s s~~ca l io~~)  aset dan kewajiban harus dipertimbangkan (Carcello et 

al. [1995]). 



SAS No. 34 (AICPA [I9811 dalam Carcello et al. [1995]) tidak meminta 

auditor memvalidasi asumsi kelangsungan usaha. Tapi, standar ini meminta 

"auditor tetap waspada bahwa standar auditing yang diterapkan untuk tujuan lain 

mungkin membawa perhatian terhadap informasi yang berlawanan dengan 

asumsi [kelangsungan usaha]" (para.'). 

Setelah itu, SAS No. 34 digantikan oleh SAS No. 59 (AICPA [I9881 dalam 

Carcello et al. [1995]) yang, identik dengan PLSRA, mewajibkan auditor 

melahkan usaha meng~atkxr  terhadap evaluasi setiap status kelangmngan usaha 

klien untuk periode satu tahun ke depan. Selain itu, jumlah bukti yang tersedia 

bagi auditor untuk penilaian kelangsungan usaha meningkat karena 

dike!uarkannya s tandx ex-pectu!r'or? gap lain bersamaan dengan SAS No. 59 

(Franz dan Lampe [I9931 dalam Carcello et al. [1995]). Sekarang, auditor 

memiliki tanggung jawab yang lebih besar di bidang kecurangan, tindakan ilegal, 

dan estimasi akuntzrsi. Jugg sekarang, pengpnaan prosedur analitis diharuskan 

dalam tahap perencanaan dan review dalam audit (Carcello et al. [1995]). 

Carcello et al. [1995], secara keseluruhan, standar profesional untuk evaluasi 

kelangsungan usaha telah menjadi semakin eksplisit dan ketat. SAS No. 59 

mendishsikan tiga langkah proses evaluasi kelangsungan usaha: ( I )  

mempertimbangkan hasil audit yang menunjukkan kemungkinan adanya keraguan 

besar (.nrb.r/antini dol~ht) tentang kemampuan entitas untuk bertahan, (2) jika ada 

kemungkinzr! keraguan besar, kurnpu!kan dan evaluasi bukti tentang rencana 

manajemen untuk mengurangi masalah ini dan (3) jika ada keraguan besar, review 



pengungkapan klien dan modifikasi pendapat audit. SAS No. 58 dan No. 59 

menghapuskan pilihan pendapat "tergantung kepada" karena keraguan tentang 

kandungan informasi pendapat tersebut. Sebaliknya, pendapat wajar dengan 

pengecualian "tergantung kepada" dikomunikasikan sebagai "bahasa khusus" 

yang dimasukkan dalam pendapat w a j x  tanpa pengecualian (Schaub et al. 

Standar profesional semakin diperketat oleh SAS No. 64, "Onrnim~w 

Stnlemerlt OH A?/difing Stn~ldnl.ds-1990," (AICPA [I9901 dalam Carcello et al. 

[1995]), b e r l a b ~  efektif untuk laporan audit yang diterbitkan setelah 3 1 desernber 

1990. SAS No. 64 mengklarifikasi penggunaan kata-kata pada paragraf yang 

mendiskusikan ketidakpastian kelangsungan usaha dan mengharuskan 

penggunaan isfilah "kerag~an bear"  dan "kelangsungan usaha." 

Pada tahun 1984, Mutchler et al. melakukan riset tentang persepsi auditor Big 

Eight tentang peran mereka ketika atla ketidakpastian kelangsungan hidup klien. 

Hmya beberapa responden yang rnenyakini bahwa peran mereka lebih d x i  hanya 

memverifikasi penyajian laporan keuangan secara wajar dan yakin mereka 

bertugas memberikan sinyal kepada pengguna dengan menunjukkan kesulitan 

kelangsungan hidup klien. Peneliti lalu rnenyimpulkar! bahwa lcurangnya 

konsensus mungkin merupakan salah alasan ASB mengalami kesulitan 

menghapuskan pilihan pendapat "tergantung kepada" (s~~bject-to opinion). 



SAS No. 34 (AICPA [1981]) dan SAS No. 59 (AICPA [1988]) telah 

menambah tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan 

ketidakpastian kelangsungan usaha. Publik akan mengharapkan auditor lebih 

cenderung memodifikasi pendapat terkait kebankrutan di hadapan standar yang 

ketat ini (Carcello et al. [I9951 dalam Geiger et al. [2001]). Pada tahun 1995, 

Carcello et al. (dalam Geiger et al. [2001]), melakukan riset yang menemukan 

bukti meningkatnya kecenderungan KAP memodifikasi pendapat terkait- 

kebankrutm setelah penerbitan SAS No. 34, akzr tetapi, tida!! setelah penerbitan 

SAS No. 59. 

Riset-riset sebelumnya telah mendoku~nentasikan bahwa kurang dari 50 

persen perusahaan yang mengajukan kebankrutan telah menerima GCO terhadap 

laporan keuangan sebe!umnya (.4!tman [!882]; Menon anc! Schwartz [1987]; 

Hopwood et al. [1989]; McKeown et al. [1991a]; Chen and Church [I9921 dalam 

Geiger et a1 [2001]). Beberapa studi terbaru telah menguji hubungan antara 

keban-kn~tar! dan laporar! audit sebe!umnya pada periode sebe!um dan setela!~ 

berlakunya SAS No. 59 (Raghunandan dan Rama [1995]; Carcello et al. [1995], 

[I9971 dalam Geiger et a1 [2001]). Ketika klien mengajukan permohonan 

kebankrutan tmpa menerirna Gt.0 sebe!umnya, lebih besar kemungkinan auditor 

akan mengalami tuntutan hukum yang dikaitkan dengan kos dan kerugian 

kehilangan reputasi. 

Carcello dan Palmrose [I 9931, [I 9941 dalam Geiger et a1 [2001] menyelidiki 

tuntutan hukum terhadap auditor yang terkait dengan kebaabdtan, dan 



menemukan bahwa auditor yang telah menerbitkan laporan GCO sebelum klien 

memohon kebankrutan mengalami "tingkat pembebasan yang lebih tinggi dan 

jumlah kewajiban pembayaran yang lebih rendah (rata-rata dan median)." Riset 

Geiger et al. [2001] ini mendukung argumen bahwa karena PSLRA memberikan 

pernbebasan tuntutan hukum bagi profesi, auditor secara komparatif tidak terlalu 

memprioritaskan isu kewajiban hukum setelah pemberlakuannya, yang 

selanjutnya menyebabkan auditor tidak cenderung mengeluarkan GCO 

sebe!umnya bagi perusahaan yang b a n h t .  

Riset Geiger dan Raghunandan tahun 2002 (dalam Geiger [2003]) 

menemukan penurunan kecenderungan auditor mengeluarkan laporan nlodifikasi 

kelangsungan hidup terhadap pemsahaan dengar! kesu!itan keuangan di AS 

selama tahun 1990-an. Mereka menekankan bahwa hasil empiris ini kenlungkinan 

disebabkan perubahan kewajiban hukum yang dihadapi auditor dengan 

diberlxkukannya PSLRA pada tahun 1 995 dan The Smm$icls Litigrr!io~ Lh~forn~ 

Standards Act tahun 1998. Namun, alternatif penjelasan lain menyatakan bahwa 

penurunan pendapat modifikasi kelangsungan hidup disebabkan peningkatan 

signifikan dari keutamaan pendapatan (,fees) nonaudit bag! KPLP di t h n - t a h u n  

terakhir ini. Alternatif penjelasan ini tidak didukung oleh riset Geiger et al. [2003] 

yang tidak menemukan hubungan antara pendapatan nonaudit dengan pendapat 

audit yang dikeluarkan auditor. Secara keseluruhar! tidak ada dampa! negatif dari 

pendapatan nonaudit terhadap auditor yang melaporkan penilaiannya tentang 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. 



Salah satu penjelasan tentang keengganan auditor mengeluarkan pendapat 

kelangsungan usaha dijelaskan oleh Ponemon et al. [1994], yang menyatakan 

bahwa banyak kontroversi meliputi isu yang mengharuskan auditor memberikan 

sinyal peringatan awal tentang kondisi keuangan kliennya. Selama hampir satu 

dekade, profesi h n t a n s i  memberi perhatian pada ketepatan tentang apa yang 

dikenal sebagai "bendera merah" bagi perusahaan dengan kesulitan keuangan. 

Beberapa pendapat seperti TAe (Cohcn) Conlmissioi? oil Audilo~*s' Respor~sibilifies 

[I9781 serta Elliot dan Jacobson [I9871 telah menyatakan bahwa ada beberapa 

masalah signifikan dan, bahkan, dampak negatif ketika mengharuskan auditor 

untuk melaporkan kejadian di masa depan. Salah satu masalah, misalnya, adalah 

penerbitan pendapat ke!angmngan hidup bisa mernperparah atau rna!ah 

menyebabkan penurunan kondisi keuangan perusahaan (Elliott dan Jacobson 

[1987]; Bell [I9911 dalam Ponemon et al. [1994]). Masalah kedua berhubungan 

dengan dengan keraguan besar itu sendiri, yang be!um didefinisikan dengan je!as 

dalam literatur akuntansi atau auditing, sellingga menyebabkan ambiguitas dan 

kemungkinan kesalahan dalam keputusan pendapat kelangsungan hidup auditor 

(Solomon and Krogstad [I8881 ddam Ponemon et a!. [1?94]). 

Dalam kaitannya dengan dengar pendapat dan perhatian media yang terfokus 

pada profesi auditing, serta kejatuhan perusahaan terkemuka yang akhirnya 

memfasilitasi pemberlakuan SOX pada tahun 2002, merupakan ha1 yang wajar 

untuk memperkirakan bahwa perilaku auditor akan terpengaruh secara signifikan 

oleh kejadian-kejadian ini. Temuan penelitian yang dilakukan Geiger et al. 

[2005] mendukung bahwa auditor lebih cenderung menge!uarkan pendapat audit 
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modifikasian keberlangsungan usaha pada periode setelah Desember 2001, juga 

pada periode 2002-2003. 

Beberapa riset telah menguji informasi dalam pendapat wajar dengan 

pengecualian dengan menguji hubungan antara pengecualian dengan ~i~lexpccted 

~ e f i m ?  dari sekxritas. Firth [1?78], Ball et al. [1979], serta Chow dan Rice [I9821 

menyin~pulkan bahwa pendapat dengan pengecualian memiliki kandungan 

informasi bagi pengguna laporan keuangan. Begitu juga, Banks dan Kinney 

[I9821 menernukan bahwa penyesuaian refzrm negatif sebelum pengeluaran 

laporan tahunan bagi perusahaan yang nlenerima pendapat wajar dengan 

pengecualian ketidakpastian, dan perusahaan yang menerima pendapat wajar 

dengan pengecualian, oarnix, tanpa adanya ketidakpastian yang diungkapkan di 

catatan kaki. Elliot [I9821 dan Dodd et al. [I9841 juga menemukan bahwa 

nbno~mnf relrlr~ terjadi sebelum pengurnuman pendapat wajar dengan 

pengecualian, namun rnereka menyirnpulkan bahwa pendapat in2 sendiri tidak 

mengandung informasi. Dilanjutkan oleh Dopuch et al. [I9861 yang menemukan 

reaksi harga saharn negatif yang signifikan terhadap pengungkapan media tentang 

pendapat wajar decgan pengeo~a!ian "tergantung kepada." Yang perlu 

diperhatikan adalah pernyataan Bailey [I9821 yang menekankan bahwa karena 

pendapat audit dilaporkan bersamaan dengan laporan keuangan menyulitkan 

untlrk mengisolasi reaksi pasar terhadap pendapat audit. 



Hopwood et al. [I9891 melakukan riset untuk menguji laporan wajar dengan 

pengecualian dikaitkan dengan kegagalan keuangan. Riset ini menyelidiki 

kegunaan pendapat audit dalam memberikan daya penjelasan tambahan 

(ir~cremenial expla?mfoy ~ O M J ~ J . )  terhadap kebankrutan. Hasil menunjukkan 

adanya efek penjelasan tambahan d x i  pendapat "tergmtung kepada" dan 

pendapat kelangsungan hidup yang dikeluarkan auditor. 

Riset tentang kandungan informasi dari laporan audit dengan pendapat 

modifikasi kelangsungan hidup di AS dan Inggris menunjukkan bahwa laporan 

audit modifikasi tidak rnerniliki kandungan inforrnasi bagi pengg~una jika 

kontijensi kelangsungan hidup diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. 

Setelah pemberlakuan SOX, Bessel et al. [2003] melakukan riset untuk menguji 

ap&ah laporan auditor rnodifikasian (wajar dengan pengecua!ian) di Austra!ia 

(laporan "penekanan tentang suatu hal" atau "kecuali untuk" memiliki kandungan 

informasi bagi pengguna. Hasil riset di Australia menunjukkan bahwa untuk 

perusahaan yang menga!arni kesulitan keuangan, rnodifikasl laporan dalam bentuk 

apapun tidak meningkatkan persepsi risiko atau pengambilan keputusan 

pengguna secara signifikan. 

Menurut Hopwood [1989], kegunaan pendapat modifikasian sebagai bendera 

merah tidak selalu berarti pendapat ini memi!iki informasi unik tentang prediksi 

kebankrutan. Konsistensi dari pengecualian dan pendapat "tergantung kepada," 

termasuk pendapat yang diterbitkan untuk ketidakpastian kelangsungan hidup 

entitas, diihuti oleh pengungkapan kejadian atau kondisi yang rnenirnbulkan 



pengecualian tersebut di catatan kaki. Namun, jika ada hubungan yang signifikan 

antara pengecualian tersebut dengan kebankrutan, maka konsistensi pengecualian 

dan pendapat "tergantung kepada" untuk selain ketidakpastian kelangsungan 

usaha dapat berperan sebagai sinyal peringatan bagi pengguna laporan keuangan. 

I-Ia! ini akan menunjukkan bahwa ada pengngkapan (discloszrrt?~) catatan kaki 

yang pantas diperhatikan oleh pengguna. 

Altman dan McGough [I9741 dalam Hopwood et al. [I9891 menemukan 

bahwa 46,4 persen perusahaan bankrut yang menjadi sampel penelitian mereka 

te!ah menerirna GCO (iaporan modifikasian ke!angmngan usaha) satu tahun 

sebelum peristiwa kebankrutan. Deakin [I9771 dalam Hopwood et al. [I9891 

menguji kasus-kasus dua tahun sebelum kejadian kebankrutan dan menemukan 

bahwa 14,9 persen pemsa_h.aan bankrut te!ah rnenerirna GCO. -4ltman [1982! 

menemukan bahwa 48,l persen perusahaan yang bankrut selama tahun 1970-1982 

telah menerima pengecualian kelangsungan usaha satu tahun sebelum bankrut. 

Menon dan Schwartz [I9861 menemukan 43 persen dari permahaan yang bankmt 

selama tahun 1974-1983 telah menerima pengecualian kelangsungan usaha satu 

tahun sebelum bankn~t.  

Altman [I9821 dalam Hopwood [I9861 melakukan pendekatan yang berbeda 

melalui sampel yang lebih umum, terdiri dari perusahaan yang menerima GCO 

selama tahun 1972-1978. Hanya 25 persen dari perusahaan ini yang mengajukan 

petisi kebankrutan san~pai tahun 1979. Jelas, ini mengindikasikan bahwa ada 

kemungkinan lebih besar bagi penerima GCO tidak menjadi bankrut. Namun, 



besarnya proporsi perusahaan yang tidak bankrut dibanding perusahaan yang 

bankrut dan relatif jarangnya GCO itu sendiri menunjukkan bahwa perusahaan 

yang bankrut lebih cenderung menerima pendapat wajar dengan pengecualian dan 

GCO berguna sebagai sinyal peringatan akan kebankrutan. 

Schaub et al. [ZOO31 melakukan riset untuk memastikan apakah pendapat 

a d i t  berisi inforrnasi penting bagi penggma laporan keuangan dan apakah 

akuntan memiliki kualifikasi untuk membuat penilaian akurat tentang kemampuan 

entitas untuk bertahan hidup. Bukti yang ditemukan mengindikasikan bahwa 

perubahan nama pendapat audit karena pemberlakuan SAS No. 58  dan No. 59 

pada tahun 1998, yang menghapus pendapat wajar dengan pengecualian 

<c tergantung kepada" terhadap pendapat kelangsungan usaha hanyalah bersifat 

kosmetik dan tidak mempengaruhi kandungan inforrnasi dari pendapat tersebut 

ketika GCO dengan bahasa khusus diumumkan di media keuangan. 

Hasil riset menyelidiki apakah pengumuman GCO memiliki kandungan 

informasi bagi investor, walaupun terjadi perubahan yang dibawa oleh SAS No. 

58 d m  No. 59. Hopwood [I9841 didorong oleh pernyataan n e  Cuhen 

Commission, mengutip riset sebelumnya, yang menduga bahwa model prediksi 

kesulitan keuangan berbasis rasio lebih bermanfaat daripada pendapat auditor 

sebagai indikator kebankrutzm. Hopwood et a! [I9941 rnembandingkan pendapat 

aktual auditor dan model lingkungan keputusan auditor sebenarnya. Hasil riset 

tidak mendukung pendapat literatur riset sebelumnya yang menyatakan bahwa 

pendapat auditor rnerupakan indikator kebangkrutan yang buruk relatif terhadap 



model prediksi statistik. Namun, hams diperhatikan bahwa bahkan tidak satu pun 

dari keduanya mampu memprediksi setiap perusahaan yang bankrut dengan tepat. 

Walaupun publik mengharapkan auditor dapat memprediksi setiap perusahaan 

yang akan bankrut, ha1 itu mustahil dilahwkan. Terlihat bahwa kesenjangan 

harapan (e.~pectatio?t g q )  yang timbul dari harapan publik akan adanya bendera 

merah yang mengindikasikan kebankrutan mungkin dapat dengan baik 

dijembatani dengan mendidik publik tentang kesulitan prediksi kebankmtan dan 

perlunya menyeimbangkan kea-hratzn dalam prediksi k e b a n h t a n  dengan 

keakuratan memprediksi perusahaan nonbankrut yang jumlahnya jauh lebih 

banyak (Hopwood et al. [1994]). 

Tuntutan publik agar pendapat kelangsungan usaha (GCO) berperan sebagai 

sinyal peringatan awal sebelum terjadinya kebankrutan entitas menimbulkan 

di!ema bagi auditor. Hal ini dikarena-!an dampa!! negatif yang ditimbulkan oleh 

penerbitan GCO terhadap entitas yang menerimanya juga bagi KAP yang 

mengeluarkannya. 

Kejatuhan pemsahaan-perusahaan terkemuka beberapa tahun terakhir ini 

membuzt tcntutan ini semakin genczr. Ak!!irnya, ddif~silitasi oleh pihak !egislatif 

AS, tuntutan publik ini diwujudkan dengan mengeluarkan SOX. Di hadapan 

kemungkinan tuntutan hukum berat yang semakin tinggi, sejak berlakunya SOX, 

ditambah dengan respon d e a n  pembuat sand= auditing AS yang terns 

mengeluarkan standar profesi tentang GCO yang semakin ketat, membuat auditor, 
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mau tidak mau, semakin konservatif Riset yang dilakukan menemukan bahwa 

auditor cenderun~ mengeluarkan pendapat GCO sejak berlakunya SOX. Beberapa 

temuan riset menunjukkan bahwa pendapat GCO yang dikeluarkan auditor 

memang memiliki kandungan informasi bagi pengguna laporan keuangan, yang 

ditandai dengan reaksi pasar di sekitar tmgga! pengumurnan laporan audit 

tersebut. Namun, ironisnya, beberapa temuan riset yang dilakukan menemukan 

bahwa hanya sebagian kecil perusahaan yang menerima pendapat &O yang 

ternyata benar-benar rnenga!ami kebangkn~tm pada periode setelahnya. Ini 

menunjukkan bahwa auditor mustahil dapat melakukan penilaian kebankrutan 

dengan tepat karena sulitnya pelaksaan prediksi tersebut, dan pendapat GCO itu 

sendiri tidak dapat menjadi prediktor yang tepat terhadap kebangkrutm entitas di 

masa depan. 
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